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BAB |

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PENULISAN

Dalam KUHPidana telah ada tindak pidana
penyuapan/penyogokan (Bld.: omkoping) yang berupa:

1. Penyuapan/penyogokan aktif (Bld.: actief omkoping), yaitu orang
yang memberikan suap/sogok) pada Pasal 209 dan 210 yang
terletak dalam Buku Il Bab VIII tentang Kejahatan terhadap
Penguasa Umum; dan,

2. Penyuapan/penyogokan pasif (Bld.: pasief omkoping), yaitu orang
yang menerima suap/sogok) pada 418, 419 dan 420 yang terletak
dalam Buku Il Bab XXVIII tentang Kejahatan Jabatan.

Perbuatan-perbuatan tersebut, terutama perbuatan
pejabat/pegawai negeri dan Hakim dalam Pasal 418, 419 dan 420
KUHPidana, dapat dipandang sebagai perbuatan-perbuatan korupsi.

Tetapi, penggunaan pasal-pasal KUHPidana saja, kemudian
dipandang sebagai tidak memuaskan untuk melakukan pemberantasan
korupsi secara menyeluruh. Oleh karenanya, di Indonesia telah
dibuat undang-undang tersendiri di luar KUHPidana yang mengatur
mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dalam sejarah peraturan perundang-undangan pemberantasan
korupsi di Indonesia selama ini telah dikenal beberapa peraturan,
yaitu:

1. Undang-undang Nomor 24/Prp/1960 tentang Pengusutan,
Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi;

2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi;

3. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi; dan,



4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas
UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi.

Dalam beberapa undang-undang diadakan perluasan dari aspek
hukum pidana material, yaitu terhadap cakupan tindak pidana
korupsi, dan diadakan ketentuan-ketentuan khusus berkenaan dengan
hukum acara pidana yang menyimpang dari hukum acara pidana
umum seperti dalam KUHAP (UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana).

Salah satu pokok yang paling banyak menarik adalah
menyangkut pembagian beban pembuktian. Dalam Pasal 66 KUHAP
ditentukan bahwa tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban
pembuktian. Dengan kata lain, beban pembuktian berada pada
Penuntut Umum, vyaitu Penuntut Umum yang harus membuktikan
bahwa terdakwa bersalah. Terdakwa tidak memiliki kewajiban untuk
membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Apabila terdakwa hendak
membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah, maka hal itu merupakan
hak dari terdakwa, bukan merupakan suatu kewajiban.

Tetapi, UU No0.3 Tahun 1971 yang kemudian digantikan oleh
UU No.31 Tahun 1997 dan perubahannya dalam UU No0.20 Tahun
2001, memiliki ketentuan Kkhusus berkenaan dengan beban
pembuktian bagi terdakwa.

Dalam Pasal 17 UU No.3 Tahun 1971 dimuat ketentuan,

(1) Hakim dapat memperkenankan terdakwa untuk kepentingan
pemeriksaan memberikan Kketerangan tentang pembuktian
bahwa ia tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

(2) Keterangan tentang pembuktian yang dikemukakan oleh
terdakwa bahwa ia tidak bersalah seperti dimaksud dalam ayat
(1) hanya dapat diperkenankan dalam hal:

a. apabila terdakwa menerangkan dalam pemeriksaan
bahwa perbuatannya itu menurut keinsyafan yang wajar

tidak merugikan keuangan dan perekonomian negara
atau



b. apabila terdakwa menerangkan dalam pemeriksaan,
bahwa perbuatannya itu dilakukan demi kepentingan
umum.

(3) Dalam hal terdakwa dapat memberi Kketerangan tentang

(4)

pembuktian seperti dimaksud dalam ayat (1) maka keterangan
tersebut dipergunakan sebagai hal yang setidak-tidaknya
menguntungkan baginya. Dalam hal demikian Penuntut
Umum tetap mempunyai kewenangan untuk memberikan
pembuktian yang berlawanan.

Apabila terdakwa tidak dapat memberi keterangan tentang
pembuktian seperti dimaksud dalam ayat (1) maka keterangan
tersebut dipandang sebagai hal yang setidak-tidaknya
merugikan baginya. Dalam hal demikian Penuntut Umum
tetap diwajibkan memberi pembuktian bahwa terdakwa
bersalah melakukan tindak pidana korupsi.®

Dalam bagian Penjelasan Pasal dikatakan bahwa pasal ini

bukanlah mengenai pembalikan beban pembuktian melainkan hanya

sekedar penyimpangan dalam beban pembuktian.

Undang-undang ini kemudian digantikan oleh UU Nomor 31

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang

dalam Pasal 37 memberikan ketentuan bahwa,

(1) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak

(2)

(3)

(4)

melakukan tindak pidana korupsi.

Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak
melakukan tindak pidana korupsi, maka keterangan tersebut
dipergunakan sebagai hal yang menguntungkan baginya.
Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh
harta bendanya dan harta benda isteri atau suami, anak, dan
harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga
mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan.
Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang
kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau
sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan tersebut
dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada
bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.

1

K. Wantjik Saleh, Pelengkap KUHPidana, Ghalia

Indonesia, Jakarta, cetakan ke-2, 1977, hal. 78.
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(5) Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat
(2), ayat (3), dan ayat (4), penuntut umum tetap berkewajiban
untuk membuktikan dakwaannya. *

Dalam bagian Penjelasan Pasalnya dikemukakan bahwa yang
dianut di sini adalah pembalikan beban pembuktian yang terbatas atau
berimbang.

Di tahun 2001, telah dibuat UU No0.20 Tahun 2001 yang
melakukan beberapa perubahan terhadap UU No.31 Tahun 1997,
termasuk di antaranya perubahan terhadap Pasal 37, di mana materi
Pasal 37 ini dibagi dua menjadi Pasal 37 dan Pasal 37 A.

Perkembangan ini menimbulkan pertanyaan berkenaan dengan
hakekat (substansi) dan peran dari pembagian beban pembuktian
dalam berbagai undang-undang tersebut.

Dengan latar belakang sebagaimana dikemukakan di atas maka
dalam rangka menulis Karya Ilmiah penulis hendak membahasnya
dengan judul “Hakekat dan Peran Pembagian Beban Pembuktian

Dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”.

B. PERUMUSAN MASALAH

Bertitik tolak dari apa yang dikemukakan sebelumnya maka
dapat dirumuskan masalah-masalah sebagai berikut:

1. Apakah hakekat (substansi) dari pembagian beban pembuktian
dalam berbagai undang-undang pemberantasan tindak pidana
korupsi di Indonesia?

2. Apakah peran dari pembagian beban pembuktian yang

bersangkutan?

2 Undang-undang RI tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi dan KKN di Indonesia, CV Tamita Utama, Jakarta, 2001,
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C. METODE PENELITIAN

Dalam Karya Ilmiah ini penulis menggunakan metode
penelitian kepustakaan (library research), dengan mempelajari
berbagai pustaka hukum, himpunan peraturan perundang-undangan,
artikel, dan berbagai sumber tertulis lainnya. Analisis yang

digunakan adalah analisis yuridis-normatif yang bersifat kualitatif.

D. SISTEMATIKA PENULISAN
Susunan Karya Ilmiah ini dibagi atas tiga bab yang

sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab | Pendahuluan. yaitu:
A. Latar Belakang Penulisan.
B. Perumusan masalah,
C. Metode Penelitian,

D. Sistematika Penulisan,

Bab I  PEMBAHASAN
A..Beban Pembuktian Dalam Undang-undang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia.
B. Hakekat pembagian beban pembuktian dalam beberapa
undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi.
C. Peran pembagian beban pembuktian untuk

pemberantasan tindak pidana korupsi.

Bab 111 Penutup yaitu :
A. Kesimpulan
B. Saran
hal.15-16.



BAB Il

PEMBAHASAN

A. HAKEKAT PEMBAGIAN BEBAN PEMBUKTIAN DALAM
BEBERAPA UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KORUPSI

Dalam Pasal 66 KUHAP ditentukan bahwa tersangka atau
terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. Dengan kata lain,
beban pembuktian berada pada Jaksa Penuntut Umum, yaitu Jaksa
Penuntut Umum yang harus membuktikan bahwa terdakwa bersalah.
Terdakwa tidak memiliki kewajiban untuk membuktikan bahwa
dirinya tidak bersalah. Apabila terdakwa hendak membuktikan bahwa
dirinya tidak bersalah, maka hal itu merupakan hak dari terdakwa,
bukan merupakan suatu kewajiban.

Tetapi, dalam UU No.3 Tahun 1971, UU No.31 Tahun 1999
dan UU No0.20 Tahun 2001 terdapat ketentuan khusus mengenai
pembagian beban pembuktian. Bagaimana pembagian beban
pembuktian dalam ketiga undang-undang tersebut akan dibahas satu
persatu berikut ini.

1. Dalam UU No.3 Tahun 1971.
Dalam UU No.3 Tahun 1971, beban pembuktian diatur pada
Pasal 17 yang menentukan sebagai berikut,

(5) Hakim dapat memperkenankan terdakwa untuk kepentingan
pemeriksaan memberikan keterangan tentang pembuktian
bahwa ia tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

(6) Keterangan tentang pembuktian yang dikemukakan oleh
terdakwa bahwa ia tidak bersalah seperti dimaksud dalam
ayat (1) hanya dapat diperkenankan dalam hal:

a. apabila terdakwa menerangkan dalam pemeriksaan
bahwa perbuatannya itu menurut keinsyafan yang wajar
tidak merugikan keuangan dan perekonomian negara
atau



b. apabila terdakwa menerangkan dalam pemeriksaan,
bahwa perbuatannya itu dilakukan demi kepentingan
umum.

(7) Dalam hal terdakwa dapat memberi keterangan tentang
pembuktian seperti dimaksud dalam ayat (1) maka
keterangan tersebut dipergunakan sebagai hal yang setidak-
tidaknya menguntungkan baginya. Dalam hal demikian
Penuntut Umum tetap mempunyai kewenangan untuk
memberikan pembuktian yang berlawanan.

(8) Apabila terdakwa tidak dapat memberi keterangan tentang
pembuktian seperti dimaksud dalam ayat (1) maka
keterangan tersebut dipandang sebagai hal yang setidak-
tidaknya merugikan baginya. Dalam hal demikian Penuntut
Umum tetap diwajibkan memberi pembuktian bahwa
terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi.®

Dalam bagian Penjelasan terhadap Pasal 17 ayat (1)
dikatakan bahwa,

Aturan mengenai pembebanan pembuktian tidak diikuti
sepenuhnya meskipun hal ini tidak berarti bahwa pasal ini
menghendaki suatu pembuktian yang terbalik.

Pembuktian yang terbalik akan mengakibatkan Penuntut
Umum dibebaskan dari kewajiban untuk membuktikan
terhadap salah atau tidaknya seorang terdakwa, dan terdakwa
sebaliknya dibebani pembuktian tentang salah atau tidaknya.
Dalam pasal ini Hakim memperkenankan terdakwa memberi
kerangan tentang pembuktian yang tidak merupakan alat
bukti menurut hukum, tetapi segala sesuatu yang dapat lebih
memberikan kejelasan membuat terang tentang duduknya
suatu perkara. *

Terhadap Ayat (3) dari Pasal 17, dalam bagian Penjelasan
diberikan keterangan,

Keterangan pembuktian itu adalah bahan penilaian bagi
Hakim yang dapat dipandang sebagai hal yang
menguntungkan atau merugikan terdakwa. Keterangan yang
menguntungkan atau merugikan tersebut bukanlah sesuatu
yang mengandung di dalamnya suatu penghukuman atau
pembebasan dari penghukuman. Apabila terdakwa dapat
memberikan keterangan tentang pembuktian Penuntut Umum

% K. Wantjik Saleh, Pelengkap KUHPidana, Ghalia
Indonesia, Jakarta, cetakan ke-2, 1977, hal. 78.
* Ibid., hal. 95.
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tetap  mempunyai kewenangan  untuk  memberikan
pembuktian yang berlawanan (tegenbewijs). °

Terhadap ayat (2) dan ayat (4) dari Pasal 17 ini, dalam
Penjelasan Pasal Demi Pasal hanya diberikan catatan “Cukup
Jelas™.

Pokok-pokok penting yang merupakan hakekat (substansi)
dari Pasal 17 Undang-undang No.3 Tahun 1971 ini adalah sebagai
berikut:

1.1. Penuntut Umum tetap dibebani kewajiban untuk
membuktikan unsur-unsur tindak pidana korupsi.

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 17 ayat (4) UU No.3
Tahun 1971.

1.2. Terdakwa dapat diperkenankan oleh Hakim untuk
memberikan “keterangan tentang pembuktian” bahwa ia
tidak bersalah.

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 17 ayat (1) UU No.3
Tahun 1971). Menurut penjelasan pasal, “keterangan
tentang pembuktian” ini tidak merupakan alat bukti menurut
hukum, tetapi segala sesuatu yang dapat lebih memberikan
kejelasan membuat terang tentang duduknya suatu perkara.

1.3. “Keterangan tentang pembuktian” dari terdakwa tidak
membawa konsekuensi dihukum atau dibebaskannya
terdakwa.

Menurut Penjelasan Pasal 17 ayat 3, konsekuensinya
hanyalah menguntungkan terdakwa, jika menurut penilaian
Hakim si terdakwa dapat memberikan keterangan tentang
pembuktian, atau merugikan terdakwa, jika menurut
penilaian Hakim si terdakwa tidak dapat memberikan
keterangan tentang pembuktian bahwa dirinya tidak bersalah

melakukan tindak pidana korupsi, tetapi konsekuensi-

® |bid., hal. 96.
11



konsekuensi ini tidak sampai pada membebaskan atau

sebaliknya menghukum terdakwa.

1.4. Terdakwa berhak membuktikan dirinya tidak bersalah
menggunakan alat-alat bukti yang sah.
Pokok tidak disebutkan dalam Pasal 17 UU No.3

Tahun 1971. Tetapi, hak paling dasar seorang terdakwa

adalah hak untuk membela diri. Oleh karena itu seharusnya

terdakwa tetap memiliki hak untuk membela diri dengan
mengemukakan bahwa dirinya tidak bersalah dan untuk itu
berhak mengajukan alat-alat bukti yang sah menurut hukum.

Jika menurut penilaian Hakim bahwa terdakwa dapat

memberikan pembuktian dengan alat-alat bukti yang sah

bahwa dirinya tidak bersalah, maka Hakim seharusnya
membebaskan terdakwa atau melepaskannya dari segala
tuntutan hukum.

Pembagian beban pembuktian dalam Pasal 17 UU No.3
Tahun 1971 bukan merupakan pembalikan beban pembuktian
(omkering van de bewijslast) melainkan hanya suatu
penyimpangan beban pembuktian.

Menurut Penjelasan Pasal 17 ayat (1), aturan mengenai
pembebanan pembuktian tidak diikuti sepenuhnya meskipun hal
ini tidak berarti bahwa pasal ini menghendaki suatu pembuktian
yang terbalik. Pembuktian yang terbalik akan mengakibatkan
Jaksa Penuntut Umum dibebaskan dari kewajiban untuk
membuktikan terhadap salah atau tidaknya seorang terdakwa, dan
terdakwa sebaliknya yang dibebani kewajiban pembuktian tentang
salah atau tidaknya.

UU No0.31 Tahun 1999.

Dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, cara pembagian beban
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pembuktian diatur dalam Pasal 37. Dalam pasal ini ditentukan
sebagai berikut,

(6) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia
tidak melakukan tindak pidana korupsi.

(7) Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak
melakukan tindak pidana korupsi, maka keterangan tersebut
dipergunakan sebagai hal yang menguntungkan baginya.

(8) Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh
harta bendanya dan harta benda isteri atau suami, anak, dan
harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga
mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan.

(9) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang
kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau
sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan
tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang
sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana
korupsi.

(10) Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat
(2), ayat (3), dan ayat (4), penuntut umum tetap
berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya. °

Dalam bagian Penjelasan terhadap Pasal 37 UU No.31
Tahun 1999 ini diberikan penjelasan bahwa,

Ketentuan ini merupakan suatu penyimpangan dari ketentuan
Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang
menentukan bahwa jaksa yang wajib membuktikan
dilakukanya tindak pidana, bukan terdakwa.

Menurut ketentuan ini ... penuntut umum masih tetap
berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya. Ketentuan
pasal ini merupakan pembuktian terbalik yang terbatas,
karena jaksa masih tetap wajib membuktikan dakwaannya. ’

Dalam bagian Penjelasan Umum dikatakan bahwa undang-
undang ini menganut “pembuktian terbalik yang bersifat terbatas
atau berimbang”.

Pokok-pokok penting yang merupakan hakekat (substansi)
dari Pasal 37 UU No.31 Tahun 1999 ini adalah sebagai berikut:

® Undang-undang RI tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi dan KKN di Indonesia, CV Tamita Utama, Jakarta, 2001,
hal.15-16.

" Ibid., hal. 33.
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2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Penuntut Umum tetap dibebani  kewajiban  untuk
membuktikan unsur-unsur tindak pidana korupsi.

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 37 ayat (5) UU No0.37

Tahun 1999.
Terdakwa dibebani kewajiban untuk memberikan keterangan
tentang seluruh harta bendanya dan harta benda isteri atau
suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi
yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang
bersangkutan.

Hal ini ditentukan dalam Pasal 37 ayat (3) UU No.31

Tahun 1999.
Jika terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan
yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber
penambahan kekayaannya, maka keterangan tersebut dapat
digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada
bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.

Hal ini ditentukan dalam Pasal 37 ayat (4) UU No.31
Tahun 1999.

Jika terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan
tindak pidana  korupsi, maka keterangan tersebut
dipergunakan sebagai hal yang menguntungkan baginya

Kata “membuktikan” menunjukkan bahwa terdakwa
menggunakan alat-alat bukti yang sah, bukan hanya
“keterangan tentang pembuktian” sebagaimana pada Pasal 17
UU No.3 Tahun 1971.

Secara penafsiran tata bahasa, pasal ini telah menutup
kemungkinan pembebasan seorang terdakwa dari dakwaan
tindak pidana korupsi. Sekalipun terdakwa dengan
menggunakan alat-alat bukti yang sah dapat membuktikan
dirinya tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi, hal
ini hanya membawa konsekuensi “menguntungkan” saja

tetapi tidak membebaskannya dari dakwaan.
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Pembagian beban pembuktian dalam Pasal 37 UU No.31
Tahun 1999 merupakan pembuktian terbalik yang terbatas atau
berimbang.

Nama “pembuktian terbalik yang terbatas atau berimbang”
ini dapat ditemukan dalam bagian Penjelasan Umum dan

Penjelasan Pasal 37.

UU No0.20 Tahun 2001.

Pada Pasal 1 butir 5 UU No0.20 Tahun 2001 diberikan
ketentuan bahwa,

Pasal 37 dipecah menjadi 2 (dua) pasal yakni menjadi Pasal

37 dan Pasal 37 A dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pasal 37 dengan substansi yang berasal dari ayat (1) dan
ayat (2) dengan penyempurnaan pada ayat (2) frasa yang
berbunyi "keterangan tersebut dipergunakan sebagai hal
yang  menguntungkan  baginya" diubah  menjadi
"pembuktian tersebut digunakan oleh pengadilan sebagai
dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti”,
sehingga bunyi keseluruhan Pasal 37 adalah sebagai
berikut:

Pasal 37

(1) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa
ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.

(2) Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia
tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka
pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan
sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak
terbukti.

b. Pasal 37 A dengan substansi yang berasal dari ayat (3),
ayat (4), dan ayat (5) dengan penyempurnaan kata "dapat”
pada ayat (4) dihapus dan penunjukan ayat (1) dan ayat
(2) pada ayat (5) dihapus, serta ayat (3), ayat (4), dan ayat
(5) masing-masing berubah menjadi ayat (1), ayat (2), dan
ayat (3), sehingga bunyi keseluruhan Pasal 37 A adalah
sebagai berikut:

Pasal 37 A

(1) Terdakwa wajib memberikan Kketerangan tentang
seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau
suami, anak, dan harta benda setiap orang atau
korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan
perkara yang didakwakan.

15



(2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang
kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya
atau sumber penambahan kekayaannya, maka
keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah
ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana
korupsi.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan
ayat (2) merupakan tindak pidana atau perkara pokok
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal
4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-
undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan
Pasal 12 Undang-undang ini, sehingga penuntut umum
tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

Terhadap Pasal 37 ayat (1) diberikan keterangan dalam
Penjelasan pasal bahwa pasal ini sebagai konsekuensi berimbang
atas penerapan pembuktian terbalik terhadap terdakwa. Terdakwa
tetap memerlukan perlindungan hukum yang berimbang atas
pelanggaran hak-hak yang mendasar yang berkaitan dengan asas
praduga tak bersalah (presumption of innocence) dan
menyalahkan diri sendiri (non self-incrimination). Sedangkan
terhadap ayat (2) diberi keterangan bahwa ketentuan ini tidak
menganut sistem pembuktian secara negatif menurut undang-
undang (negatief wettelijk).

Pokok-pokok penting yang merupakan hakekat (substansi)
dari Pasal 37 dan 37 A UU No0.37 Tahun 1999 yang merupakan
perubahan yang ditentukan oleh UU No0.20 Tahun 2001 adalah
sebagai berikut:

3.1. Penuntut Umum tetap dibebani kewajiban  untuk
membuktikan unsur-unsur tindak pidana korupsi.
Hal ini ditegaskan dalam Pasal 37 A ayat (3) UU
No0.37 Tahun 1999 jo UU No0.20 Tahun 2001.
3.2. Terdakwa dibebani kewajiban memberikan Kketerangan
tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau

suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi
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yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang
didakwakan.

Hal ini ditentukan dalam Pasal 37 A ayat (1) UU
No0.37 Tahun 1999 jo UU No0.20 Tahun 2001.

3.3. Jika terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan
yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber
penambahan kekayaannya, maka keterangan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk memperkuat alat
bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan
tindak pidana korupsi.

Hal ini ditentukan dalam Pasal 37 A ayat (2) UU
No0.37 Tahun 1999 jo UU No0.20 Tahun 2001.

3.4. Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia
tidak melakukan tindak pidana korupsi dan dalam hal
terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan
tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut
dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk
menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.

Hal ini ditentukan dalam Pasal 37 ayat (1) dan ayat
(2) UU No0.37 Tahun 1999 jo UU No0.20 Tahun 2001.
Ketentuan ini dapat dikatakan merupakan koreksi
terhadap rumusan Pasal 37 ayat (2) UU No.37 Tahun 1999
yang sebelumnya telah memberi kesan menutup sama sekali
kemungkinan pembebasan seorang terdakwa perkara tindak
pidana korupsi.
Dalam penjelasan Pasal 37 ayat (1) UU No0.31 Tahun 1999

jo UU No0.20 Tahun 2001 dikatakan bahwa pasal ini (Pasal 37
ayat 1) sebagai konsekuensi berimbang atas penerapan
pembuktian terbalik terhadap terdakwa. Ini menunjukkan bahwa
pembentuk undang-undang memandang pembagian beban
pembuktian dalam Pasal 37 dan Pasal 37 A sebagai “pembuktian
terbalik™.
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B. PERAN PEMBAGIAN BEBAN PEMBUKTIAN UNTUK
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Pada bagian menimbang huruf (a) dari UU No0.20 Tahun 2001
dikatakan bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara
meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah
merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi
masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu
digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus
dilakukan secara luar biasa.

Sekalipun dikatakan bahwa pPemberantasan tindak pidana
korupsi dilakukan secara luar biasa, tetapi undang-undang ini
mengenal pembatasan. Contohnya untuk pembagian beban
pembuktian, sekalipun menyimpang dari ketentuan dalam KUHAP,
tetapi tidak sampai merupakan pembuktian terbaliknya melainkan
pembuktian terbalik yang terbatas atau berimbang.

Hal yang serupa telah dikemukakan oleh Oemar Seno Adji, saat
memberikan komentar mengenai beban pembuktian dalam tindak
pidana korupsi dalam Pasal 17 RUU Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi tahun 1971. Dikatakan oleh Oemar Seno Adji bahwa,

Dengan tujuan untuk mempercepat prosedur dan
menyederhanakan atau mempermudah pembuktian, RUU tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menempuh jalan dengan
membuka pintu bagi ketentuan-ketentuan yang menyimpang dari
acara biasa dan pada saat yang bersamaan dengan memberikan
kewenangan yang exeptionil kepada justitie dan politie.

Namun demikian, ia sekedar merupakan penyimpangan,
pengurangan dari hak-hak asasi seorang terdakwa dalam suatu
proses pidana, tanpa “overgaan” pada suatu penyampingan
seluruhnya hak-hak tersebut. Oleh karena itu, ia tidak akan
mengarah dalam soal pembuktian pada pembalikan pembuktian,
pada “shifting of the burden of proof” seperti pernah dijalankan
oleh Inggris dan Malaysia (tahun 1916 dan 1961).

Dengan tidak mengikuti pula hukum pembuktian biasa, ia
menempuh jalannya sendiri dalam pasal 17 RUU tersebut.
Penyampingan hak asasi sebagai suatu keseluruhan, dalam hal
ini asas ‘presumption of innocence’ dan ‘non-selfincrimination’
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dapat dipertimbangkan dengan menghantir hukum darurat dan
selama situasi demikian belum tampak, maka penyampingan hak
demikian kiranya kurang dapat dibenarkan. ®

Sekarang ini, sebagaimana telah dikemukakan dalam sub bab
sebelumnya, dalam Pasal 37 A UU No.31 Tahun 1999 jo UU No0.20
Tahun 2001, kepada terdakwa telah diletakkan beban kewajiban
pembuktian yang lebih berat lagi daripada dalam UU No.3 Tahun
1971.

Terdakwa diwajibkan untuk membuktikan dengan
menggunakan alat-alat bukti yang sah tentang asal usul kekayaannya.
Jika ia tidak dapat membuktikan asal usul kekayaannya dengan alat-
alat bukti yang sah maka hal itu dapat digunakan untuk memperkuat
alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak
pidana korupsi.

Seberapa besar sebenarnya peran dari Pasal 37 A UU No.31
Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001?

Peran dari Pasal 37 A UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20
Tahun 2001 dapat dilihat dari dua aspek, yaitu:

1. Pembuktian dakwaan tindak pidana korupsi; dan,
2. Pemberantasan tindak pidana korupsi secara umum berupa
pengembalian kerugian negara.

Dari aspek pembuktian dakwaan, ketidakmampuan terdakwa
membuktikan dakwaannya dapat digunakan untuk memperkuat alat
bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana
korupsi.

Suatu hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa ketidak
mampuan terdakwa untuk membuktikan tentang asal usul dari harta
kekayaannya dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah yang

memberatkan dirinya, yaitu sebagai alat bukti keterangan terdakwa,

8 Oemar Seno Adji, Hukum (Acara) Pidana dalam

Prospeksi, Erlangga, Jakarta, cetakan ke-2, 1976, hal. 182.
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yang merupakan salah satu alat bukti yang sah dalam ketentuan
KUHAP.

Dengan demikian peran Pasal 37 A UU No.31 Tahun 1999 jo
UU No.20 Tahun 2001 adalah untuk mempermudah pembuktian
dakwaan tindak pidana korupsi.

Peran Pasal 37 A UU No0.31 Tahun 1999 jo UU No0.20 Tahun
2001 berkenaan dengan aspek pemberantasan tindak pidana korupsi
secara umum yang berupa pengembalian kerugian negara, merupakan
pokok yang penting.

Pada dasarnya, Penuntut Umum dengan menggunakan alat-alat
bukti yang dihimpunnya relatif mudah membuktikan perbuatan yang
dilakukan oleh terdakwa. Tetapi, lebih sulit untuk membuktikan ke
mana hasil korupsi disimpan atau disembunyikan oleh seorang
terdakwa.

Dengan adanya Pasal 37 A UU No0.31 Tahun 1999 jo UU No0.20
Tahun 2001, jika terdakwa tidak dapat membuktikan tentang
kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber
penambahan kekayaannya, maka harta benda terdakwa dan harta
benda isteri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau
korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang
bersangkutan, yang sebelumnya telah dikenakan penyitaan dapat

diputuskan oleh pengadilan untuk dirampas.
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BAB |11

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Beberapa kesimpulan yang dapat dikemukakan adalah sebagai

berikut:

1. a. Hakekat (substansi) penyimpangan beban pembuktian dalam
Pasal 17 UU No.3 Tahun 1971 ini adalah:

1)

2)

3)

4)

Penuntut Umum tetap dibebani  kewajiban  untuk
membuktikan unsur-unsur tindak pidana korupsi.

Terdakwa dapat diperkenankan oleh Hakim untuk
memberikan “keterangan tentang pembuktian” bahwa ia

tidak bersalah.

“Keterangan tentang pembuktian” dari terdakwa tidak
membawa konsekuensi dihukum atau dibebaskannya
terdakwa.

Terdakwa berhak membuktikan dirinya tidak bersalah

menggunakan alat-alat bukti yang sah.

b. Hakekat (substansi) pembuktian terbalik yang terbatas atau
berimbang dalam Pasal 37 UU No0.31 Tahun 1999 adalah:

1)

2)

3)

Penuntut Umum tetap dibebani  kewajiban  untuk
membuktikan unsur-unsur tindak pidana korupsi.

Terdakwa dibebani kewajiban untuk memberikan keterangan
tentang seluruh harta bendanya dan harta benda isteri atau
suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi
yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang
bersangkutan.

Jika terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan
yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber

penambahan kekayaannya, maka keterangan tersebut dapat

21



2.

C.

4)

digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada
bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.

Jika terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan
tindak pidana korupsi, maka keterangan tersebut

dipergunakan sebagai hal yang menguntungkan baginya

Hakekat (substansi) pembuktian terbalik (yang terbatas atau
berimbang) dalam Pasal 37 dan 37 A UU No0.31 Tahun 1999 jo
UU No0.20 Tahun 2001 adalah:

1)

2)

3)

4)

Penuntut Umum tetap dibebani kewajiban untuk
membuktikan unsur-unsur tindak pidana korupsi.

Terdakwa dibebani kewajiban memberikan keterangan
tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau
suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi
yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang
didakwakan.

Jika terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan
yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber
penambahan kekayaannya, maka keterangan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk memperkuat alat
bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan
tindak pidana korupsi.

Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia
tidak melakukan tindak pidana korupsi dan dalam hal
terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan
tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut
dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk

menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.

Peran pembalikan pembuktian yang terbatas atau berimbang
dalam Pasal 37 A UU No0.31 Tahun 1999 jo UU No0.20 Tahun
2001 adalah:
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a. Peran Pasal 37 A UU No0.31 Tahun 1999 jo UU No0.20 Tahun
2001 dari aspek pembuktian vyaitu untuk mempermudah
pembuktian dakwaan tindak pidana korupsi.

b. Peran Pasal 37 A UU No0.31 Tahun 1999 jo UU No0.20 Tahun
2001 dari aspek pemberantasan tindak pidana korupsi secara
umum yang berupa pengembalian kerugian negara, yaitu untuk
mempermudah pengembalian kerugian negara dengan cara
melakukan perampasan terhadap harta benda yang disita yang
tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber

penambahan kekayaan terdakwa.

B. SARAN
Saran-saran yang dapat dikemukakan:

1. Perlu ada penegasan bahwa pembuktian Penuntut Umum
merupakan hal yang utama, di mana jika Penuntut Umum tidak
dapat membuktikan terdakwa melakukan tindak pidana korupsi,
maka ketidak mampuan terdakwa membuktian tentang sumber
kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau
sumber penambahan kekayaannya, tidak dapat dijadikan sebagai
bukti yang berdiri sendiri.

2. Perlu ada ketegasan bahwa nilai harta kekayaan yang dapat disita
dan atau dirampas tidak melampaui kerugian negara akibat tindak

pidana korupsi yang didakwakan.
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